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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tulungagung, yang merupakan salah 

satu kabupaten yang adadi wilayah provinsi Jawa Timur. Secara astronomis 

Kabupaten Tulungagung terletak antara7,51-8,18 Lintang Selatan dan 111,43-

112,07 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tulungagung 

memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kediri, di 

selelah Timur berbatasan dengan kabupaten Blitar, di selebelah Selatan berbatasan 

dengan Samudera Hindia, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten 

Trenggalek. Luas wilayah kabupaten Tulungagung mencapai 1,150,41 km, dan 

terbagi menjadi 19 kecamatan serta 257 desa dan 14 kelurahan.
1
 Sedangkan lokasi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung terletak di Jl. 

Jayeng Kusuma No.19 Ngujang. 

 

A. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

1. Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pada awalnya Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnaketrans) Kabupaten Tulungagung ini merupakan Kantor 

Departemen Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.  Ketika 

diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, berdasarkan Undang-

undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

                                                 
1
Kabupaten Tulungagung Dalam Angka, (Tulungagung : Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Tulungagung, 2017), hal. 3 
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Pemerintah No 84 Tahun 2000 tentang pedoman Porganisasi Perangkat 

Daerah, maka digabunglah 3 instansi yaitu : Kantor Departemen 

Transmigrasi, Kantor Departemen Tenaga Kerja, dan Cabang Dinas 

Perburuhan Provinsi Jawa Timur menjadi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  

tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pada tahun 2008 Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi digabung dengan Kantor Kesejahteraan Sosial 

sehingga menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) Kabupaten  Tulungagung sampai dengan akhir tahun 

2016 (Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah). 

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintahh Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tulungagung, maka berpisahlah urusan sosial sehingga dalam Peraturan 

Daerah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 

kabupaten Tulungagung menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) dengan tipe B, yaitu terdiri dari 3 bidang (masing-masing 

3 Seksi) dan 1 Sekretariat (Subbag). 
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2. Visi Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

a. Visi 

Mewujudkan Instansi pemerintah yang handal untuk 

mendukung kesejahteraan masyarakat melalui 

“LATPROPENTASIHIKERS” 

LATPROPENTASIHIKERS singkatan dari (Pelatihan dan 

Produktivitas, Penempatan, perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

serta Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Kerja) 

merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi dengan potensi-

potensi yang ada pada Disnakertrans. 

b. Misi 

1) Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, penempatan tenaga 

kerja dan kerjasama dengan pemerintah di luar pulau jawa sebagai 

lokasi transmigrasi; 

2) Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga 

kerja dan mendorong pekerja informal menjadi formal; 

3) Meningkatkan proses penyelesaian perselisihan secara cepat dan 

tepat guna mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antara 

pengusaha dan pekerja. 
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c. Tujuan 

1) Mewujudkan perluasan kesempatan kerja; 

2) Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten/terampil dan produktif 

untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri dan 

mendorong pekerja informal menjadi formal; 

3) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif 

serta peningkatan perlindungan hak – hak pekerja / buruh. 

d. Sasaran 

1) Meningkatnya penempatan tenaga kerja, dengan indikator 

:Persentase (%) penempatan tenaga kerja. 

2) Meningkatnya persebaran dan mobilitas penduduk, dengan 

indikator: Presentase (%) lokasi transmigran yang ditindaklanjuti 

dan Presentase (%) transmigran yang ditempatkan. 

3) Meningkatkannya kompetensi/Ketrampilan tenaga kerja, dengan 

indikator :Presentase (%) peserta pelatihan yang memiliki 

kompetensi; 

4) Meningkatnya derajat kesejahteraan pekerja dan penanganan 

masalah ketenagakerjaan, dengan indikator :Persentase (%) 

peningkatan derajat kesejahteraan / upah pekerja dan Persentase 

(%) penanganan perselisihan hubungan industrial 

3. Sumber Daya Manusia 

Salah satu faktor pendukung yang terpenting dan utama dalam 

menunjang tugas-tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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adalah faktor dukungan Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas dan 

kuantitas SDM harus benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang 

diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Tulungagung. Dinas ini memiliki 55 orang sumber daya manusia yang 

beraneka ragam latar belakang pendidikan, status kepegawaian, umur, 

maupun kepangkatannya. Untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan 

 

Golongan Jumlah % 

Golongan I 2 3,63 

Golongan II 16 29,09 

Golongan III 31 56,36 

Golongan IV 6 10,90 

Jumlah 55 100 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 SD - - 

2 SMP 2 3,63 

3 SMA 22 40 

4 DIPLOMA / DIII 2 3,63 

5 SARJANA / S1 23 41,81 

6 MAGISTER / S2 6 10,90 

Jumlah 55 100 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas jumlah 

aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipandang cukup memadai, 
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namun demikian secara kualitas potensi sumber daya manusia yang ada 

perlu ditingkatkan.  

4. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri 

dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekertariat, membawahi : 

1) Sub Bagian Perencanaan 

2) Sub Bagian Umum dan Keuangan 

c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

1) Seksi Kelembagaan Pelatihan 

2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan 

3) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja 

d. Bidang Penempatam, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, 

membawahi : 

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

3) Seksi Transmigrasi 

e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, 

membawahi : 

1) Seksi Hubungan Industrial 

2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja 

3) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja 
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari : 

1) Kepala UPTD 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

3) Koordinator Pelatihan dan Sertifikasi 

4) Koordinator Pengembangan dan Pemasaran 

g. Kelopok Jabatan Fungsional 

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

a. Kepala Dinas  

Mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, 

evaluasi mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan 

kegiatan serta merumuskan kebijakan teknnis di bidang Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi. 

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas memiliki fungsi: 

1) Perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang 

di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 

3) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

4) Pemberianijin dan pelaksanaan pelayanan di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 

5) Pelaksanaan administrasidibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
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6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Sekertariat 

Mempunyai tugas membantu KepalaDinas dalam merumuskan 

kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan 

dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, 

kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat dipimpin 

oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi: 

1) Pengelola dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan,  

rumah tangga  dan keprotokolan Dinas; 

2) Pengkoordinasian penyusunan program dan perencanaan  Dinas; 

3) Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

4) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas; 

5) Pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan; 

6) Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang; 

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 
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c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas  

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 

membina, memverifikasi, mengendalikan dan mengevaluasiBidang 

Pelatihan dan Produktivitas. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelatihan dan Produktivitas 

mempunyai fungsi: 

1) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang Pelatihan dan 

Produktivitas; 

2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pelatihan 

dan Produktivitas;  

3) Pengoordinasianpenyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi 

(PBK); 

4) Perumusan regulasi bidang pelatihan kerja yang akan 

disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 

5) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan 

kerja swasta; 

6) Verifikasi pemberian izin dan pendaftaran kepada lembaga 

pelatihan kerja swasta; 

7) Penyebarluasaninformasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 

8) Pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil; 

9) Pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten; 

10) Pemantauan (surveilance) tingkat produktivitas; 
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11) Verifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan 

kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, serta 

peningkatan produktivitas tenaga kerja; 

12) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

sesuai bidangnya; dan 

13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

d. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 

membina, memverifikasi, mengendalikan dan mengevaluasi Bidang 

Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, serta Transmigrasi. 

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penempatan, Perluasan 

Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi: 

1) Pengoordinasian perumusankebijakan teknisdibidang Penempatan, 

perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi; 

2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

penempatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi; 

3) Pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan perluasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat; 

4) Penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja 

serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

5) Perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat; 
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6) Verifikasi penerbitan izin kepada petugas lapangan/rekruter 

Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 

7) Penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke 

luar negeri kepada masyarakat; 

8) Pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI); 

9) Pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan 

calon TKI ke luar negeri; 

10) Pelayanan penandatanganan perjanjian kerja; 

11) Fasilitasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna 

penempatan; 

12) Pengoordinasianpelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 

13) Fasilitasi pemberdayaan TKI purna; 

14) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan dan penyebarluasan informasi 

transmigrasi; 

15) Pelaksanaan dan koordinasi kerjasama antar daerah dalam rangka 

penyiapan lokasi transmigrasi dan pendaftaran, seleksi, pengerahan 

dan kepindahan calon transmigran; 

16) Verifikasi SOPPenempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, serta 

Transmigrasi;  

17) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 

membina, memverifikasi, mengendalikan dan mengevaluasi Bidang 

Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja. 

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial dan 

Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai fungsi: 

1) Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis hubungan industrial, 

perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja; 

2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis hubungan industrial, 

perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja; 

3) Pengoordinasian penyusunan program kegiatanpembinaan 

hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan 

tenaga kerja; 

4) Verifikasi soppembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga 

kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;  

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas 

terkait dengan tugas dan fungsi. 

f. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) 

Balai Tenaga Kerja (BLK) mempunyai tugas melaksanakan  

sebagian kegiatan teknis penunjang  dinas dalam pelatihan tenaga kerja 

meliputi keterampilan, pengetahuan, ketatausahaan, serta pelayanan 

masyarakat.  
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Untuk melaksanakan tugas Balai Tenaga Kerja (BLK) 

mempunyai fungsi : 

1) Penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis 

yangberkaitan dengan penyelenggaraan Balai Latihan Kerja. 

2) Pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai 

jenisketerampilan. 

3) Pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi 

peserta pelatihan. Penghimpunan data dan informasi tentang 

penyelenggaraan Balai Latihan Kerja. 

4) Pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi 

calontenaga kerja. 

5) Pelaksanaan tata usaha dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan latihan kerja 

6) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

B. Temuan Penelitian 

Dalam hal ini peneliti memaparkan temuan-temuan yang berkaitan 

dengan rumusan masalah pada skripsi ini yaitu ada tiga (3) poin 

diantaranya : 
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1. Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung 

dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Melalui Pelatihan dan 

Job Fair dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di dapatkan beberapa 

informasi tentang strategi/program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi pengangguran. Jadi, 

strategi yang dilakukan yaitu pelatihan tenaga kerja dan penempatan 

tenaga kerja. seperti yang dipaparkan oleh Bapak Radityo Dimas 

selaku staff subag perencanaan : 

“Konsep penangangan pengangguran di kabupaten 

Tulungagung ada beberapa cara yang pertama yaitu 

penempatan tenaga kerja dan yang kedua yaitu pelatihan 

tenaga kerja. nah, untuk pelatihan tenaga kerja nantinya akan 

dilatih di BLK agar menjadi pekerja yang berkompeten, lalu 

setelah diadakan pelatihan tersebut maka akan dibantu 

penyalurannya ke perusahaan perusahaan.”
2
 

 

Dari wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung atau 

biasa disebut dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 

peran dalam ketenagakerjaan yaitu salah satunya adalah mengurangi 

angka pengangguran. Dalam hal itu, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasimemiliki dua kebijakan yaitu pertama adalah pelatihan 

dan produktivitas tenaga kerja, dan kedua adalah penempatan dan 

perluasan tenaga kerja.  

                                                 
2
 Hasil wawancara dengan Bapak Radityo Dimas, S. Sos selaku staff Subag 

Perencanaan pada tanggal 15April 2019  
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Dalam pengembangan dan pembentukan tenaga kerja yang 

kompeten perlu diadakannya pembinaan, pendidikan dan pelatihan. 

Namun, pada hakikatnya pelatihan sudah mencakup pembinaan dan 

pendidikan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna untuk 

meningkatkan efektivitas dan produktivitas tenaga kerja. Seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Radityo Dimas F selaku Subag Perencanaan  : 

“di BLK selain pelatihan kompetensi juga ada pelatihan 

berbasis kemasyarakatan”
3
 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang ada di UPTD 

Balai Latihan Kerja ada dua jenis yaitu pelatihan berbasis kompetensi 

dan pelatihan berbasis kemasyarakatan. Pelatihan berbasis  

kompetensi meliputi pelatihan Teknologi Informasi Komputer (TIK), 

pelatihan garmen, pelatihan otomotif (roda dua dan roda empat),  

pelatihan partikel office advance dan pelatihan bisnis manajemen. 

Sedangkan pelatihan berbasis kemasyarakatan yaitu meliputi 

anyaman, ukir, batik dengan media tusuk gigi, pangkas rambut pria, 

tat arias, dan kewirausahaan. 

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Deddy Eka Purnama SSTP 

selaku Kepala UPTD Balai Latihan Kerja : 

“Pelatihan berbasis kompetensi maximal 16 orang/kelas yang 

pelaksanaannya 34 hari, kalau kemasyarakatan berkisar 

                                                 
3
Hasil wawancara dengan Bapak Radityo Dimas selaku staff Subag Perencanaan pada 

tanggal 15April 2019  
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antara 20-30 orang/kelas yang pelaksanaannya hanya 10-20 

hari”
4
 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa UPTD Balai Latihan Kerja 

memiliki dua jenis pelatihan yaitu berbasis kompetensi dan 

kemasyarakatan. Peserta pelatihan berbasis kompetensi di tentukan 16 

orang/kelas dan waktu untuk pelaksanaan pelatihannya yaitu 34 hari. 

Sedangkan peserta pelatihan berbaasis kemasyarakatan  yaitu 20-30 

orang/kelas dan waktu pelaksanaan pelatihannya yaitu 10-20 hari. 

Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh Bapak Hidjrah Aris 

Saputra, SE selaku Instruktur Bisnis Manajemen : 

“Kalau di Balai Latihan Kerja ini standar siswa harus 16 

tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, agar proses belajar 

mengajar atau pentransferan ilmu dari instruktur itu bisa 

maksimal”.
5
 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pelatihan berbasis 

kompetensi memiliki standar 16 orang/kelas itu agar supaya proses 

pelatihan berjalan dengan maksimal dan juga supaya pentransferan 

ilmu dari instruktur dapat terserap. 

Tahap- tahap yang dilakukan oleh UPTD Balai Latihan Kerja 

sebelum pelaksanaan pelatihan yaitu melakukan evaluasi dari 

pelatihan sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar pelatihan selanjutnya 

dapat lebih baik dari pelatihan sebelumnya atau ada peningkatan. 

Lalu, melakukan analisis kebutuhan pelatihan (Training Need 

                                                 
4
Hasil wawancara dengan Bapak Deddy Eka Purnama SSTP selaku Kepala UPTD Balai 

Latihan Kerja pada tanggal 23 April 2019 
5
Hasil wawancara dengan Bapak Hidjrah Aris Saputra, SE selaku Instruktur Bisnis 

Manajemen pada tanggal 06 Mei 2019 
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Assessment). Hal ini dimaksudkan agar pelatihan dapat berjalan 

lancar. Dari sini, nantinya akan diketahui berapa anggaraan yang 

dibutuhkan untuk pelatihan. Setelah anggaran disetujui, maka akan 

diadakan pelatihan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Deddy 

Eka Purnama SSTP selaku Kepala UPTD Balai Latihan Kerja : 

“Yang pertama kita melaksanakan evaluasi pelatihan 

sebelumnya. Yang kedua kita melakukan TNA (Training Need 

Assessment) atau analisis kebutuan pelatihan ini dilihat dari 

animo masyarakat, evaluasi pelatihan sebelumnya lalu dari 

sini muncul skala prioritas yang kita utamakan nanti pelatihan 

apa, dan nantinya TNA ini kita buat acuan untuk anggaran. 

Lalu pengajuan anggaran, ini dilakukan pada tahun 

berjalan.”
6
 

 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ronald Ariwibowo 

SE selaku staff Balai Latihan Kerja : 

“kita melakukan pelatihan dan setelah pelatihan kita juga 

mengembangkan lagi monev (monitoring evaluasi) dimana 

alumni BLK ini linier atau tidak, maksudnya sesuai dengan 

pelatihan disini atau tidak. Suatu misal pelatihan garment 

(menjahit), setelah menempuh pelatihan disini apakah masih 

mengembangkan ilmunya di dunia menjahit, kita ada 

monitoring sampai menciptakan karya. Yang nantinya menjadi 

owner ataupun menjadi pekerja kita monitoring. Tapi kadang 

juga yang tidak linier, yang dulunya latihan disini otomotif 

tapi sekarang bekerja di galeri telkomsel, tapi itu juga tidak 

apa-apa karena itu pilihan individu masing-masing, yang 

penting disini sudah dibekali bagaimana di dunia kerja”
7
 

 

Tujuan dari pelatihan tersebut adalah agar peserta memiliki 

kompetensi dan dapat bersaing di dunia kerja. Setelah dilakukannya 

pelatihan ada tindak lanjut dari UPTD Balai Latihan Kerja yaitu 

                                                 
6
Hasil wawancara dengan Bapak Deddy Eka Purnama SSTP selaku Kepala UPTD Balai 

Latihan Kerja pada tanggal 23 April 2019  
7
Hasil wawancara dengan Bapak Ronald Ariwibowo SE selaku staff Balai Latihan Kerja 
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berupa monitoring evaluasi, yang mana monev dilakukan untuk 

mengetahui bahwa alumni itu bekerja sesuai dengan pelatihan yang 

dijalani atau tidak. Tapi terlepas dari itu, semua tergantung pada 

individu masing-masing. 

“peserta nantinya akan diuji, jika peserta tidak berkompeten 

itu hanya diberikan berupa selembar kertas biassa yang disitu 

menyatakan sudah mengikuti pelatihan di BLK, apabila 

peserta berkompeten maka akan diberikan sertifikat oleh BLK 

dan sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh BNSP. Sertifikat 

tersebut ada tanggal kadaluarsanya yaitu 3 tahun, ini juga 

dapat dilampirkan jika melamar pekerjaan”
8
 

 

Dari yang disampaikan oleh Bapak Ronald tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa peserta pelatihan yang dinyatakan 

berkompeten akan mendapatkan sertifikat yang nantinya dapat 

digunakan untuk melamar pekerjaan disuatu perusahaan. Sertifikat 

tersebut menyatakan bahwa peserta ini memiliki kompetensi yang 

yang cukup sehingga perusahaan tidak harus melatihnya dari awal. 

Akan tetapi sertifikat ini memiliki tanggal kadaluarsa yaitu 3 tahun. 

Jadi setelah 3 tahun sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk 

melamar pekerjaan. 

Sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Deddy Eka 

Purnama selaku Kepala UPTD Balai Latihan Kerja yaitu : 

“Standar kami untuk kelulusan ada dua yaitu nilai pelatihan, 

ini nanti yang menilai dari instruktur jadi namanya nanti 

keluarnya sertifikat pelatihan, lalu yang kedua adalah uji 

kompetensi yang melaksanakan adalah BNSP (Badan Nasional 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Ronald Ariwibowo SE selaku staff Balai Latihan Kerja 
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Sertifikasi Profesi) dan ini nanti keluarlah sertifikat 

kompetensi.”
9
 

 

Jadi selain dilakukan uji kompetensi, pihak Balai Latihan 

Kerja juga ada penilaian lain yaitu penilaian dari instruktur yang 

nantinya akan diterbitkan sertifikat pelatihan yang menyatakan bahwa 

peserta pernah mengikuti pelatikan di UPTD Balai Latihan Kerja. 

Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kedua 

adalah penempatan dan perluasan tenaga kerja. Bahwasanya nantinya 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menyalurkan tenaga kerja 

yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuan yang salah satunya 

yaitu program job fair (bursa kerja). Bursa kerja ini merupakan tempat 

yang tepat bagi para perekrut dan pencari kerja untuk bertemu 

langsung dalam waktu yang singkat. Bapak Yohan Pramanto selaku 

Kasubag Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja: 

“Tidak, jadi luar daerah juga bisa, misal perusahaan besar 

dari Surabaya itu juga ikut serta. Setiap daerah itu memang 

tergantung bisa menarik perusahaan setiap daerah itu tidak 

sama. Misalkan kayak Malang, perusahaan-perusahaan besar 

itu yang ikut dijob fair Malang. Tapi kalau daerah 

Tulungagung itu kadang yang ikut serta kebanyakan 

perusahaan lokal”
10

 

 

Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpukan bahwasanya 

bursa kerja itu tidak hanya diikuti oleh perusahaan dari daerah 

Tulungagung, tetapi juga dari Luar daerah seperti Surabaya, namun 

                                                 
9
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perusahaan yang dari luar daerah hanya satu atau dua yang ikut bursa 

kerja di Tulungagung. 

Seperti yang dikatakan oleh Dra. Triningsih CH. Rahayu 

selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja : 

“yang mencari kerja karena informasinya yang kabupaten lain 

bisa didapatkan dari mana-mana akhirnya yang mencari kerja 

tidak hanya dari Tulungagung saja. Perusahaan yang 

mengikuti job fair ini 40 perusahaan”
11

 

 

Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa para 

pencari kerja yang mengikuti job fair tidak hanya dari daerah 

Tulungagung tetapi juga dari daerah Tulungagung. Perusahaan yang 

mengikuti job fair adalah 40 perusahaan. 

 Bursa kerja ini menyerap pengagguran tidak sedikit. Seperti 

yang dijelaskan oleh Bapak Yohan Pramanto selaku kasubag 

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja: 

“Biasanya kayak indomaret itu setiap satu bulan sekali itu ada 

tes, setiap bulan itu minta tempat di DISNAKER untuk 

perekrutan karyawan. Setiap bulan itu sealu butuh dan itu 

terus menerus dan itu langsung di tempatkan, dan tenaga nya 

itu terus dibutuhkan dan yang gagal dalam seleksi itu bisa ikut 

sampai 3 kali. Jika 3 kali gagal lagi maka sudah tidak boleh 

ikut”
12

 

 

Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyerap banyak pencari kerja. 

Seperti Indomaret itu membutuhkan banyak tenaga kerja dan itu 
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Hasil wawancara dengan Dra. Triningsih SH. Rahayu, M. Si  selaku Kepala Bidang 

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja pada tanggal 06 Mei 2019 
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dalam kurun waktu satu bulan sekali. Dan yang gagal dalam tes itu 

juga masih bisa mengikuti tes lagi sampai dengan tiga kali. 

2. Hasil Pelatihan dan Job Fair dalam Mengurangi Jumlah 

Pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Kontribusi atau peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Tulungagung dalam mengurangi pengangguran melalui program 

pelatihan dan job fair. Dimana program pelatihan ini sudah cukup 

optimal. Hal ini dapat dilihat pada peserta yang sudah mengikuti 

pelatihan dapat menciptakan wirausaha baru. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Radityo Dimas, S. Sos selaku Staff Subag 

Perencanaan : 

“Nantinya pelatihan berbasis kompetensi dan maysarakat 

diharapkan bisa memunculkan wirausaha baru, dari 

wirausaha baru ini nantinya bisa dikembangkan menjadi 

UMKM, dan untuk pengembangan UMKM itu berada pada 

Dinas lain, jadi Dinas Koperasi dan UMKM”
13

 

 

Bapak Agus Yuhono, M. Si selaku Sekertaris menambahkan 

sebagai berikut : 

“pelatihan itu untuk mendidik untuk mandiri, kita 

mengarahkan untuk mandiri. Setelah mengikuti pelatihan nanti 

diharapkan senga nganggur-nganggur biar bisa mencari kerja 

atau mendirikan usaha sendiri, tapi lek seng dilatih meneng ae 

yo ndak dadi opo-opo, pelatihan dapat berhasil apabila 

peserta yang dilatih itu mempunyai kemauan dan 

kemampuan.”
14
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 Hasil wawancara dengan Bapak Radityo Dimas, S. Sos selaku staff Subag Perencanaan 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa program pelatihan adalah 

sebagai sarana untuk meminimalkan pengangguran, jadi setelah 

mengikuti pelatihan, peserta pelatihan diharapkan agar dapat 

membuka usaha sendiri ataupun dapat mencari pekerjaan. Akan tetapi 

tergantung mindset dari peserta pelatihan itu sendiri. 

Rahayu Zubaidi selaku peserta pelatihan pada UPTD Balai 

Latihan Kerja menyampaikan sebagai berikut : 

“aku ikut pelatihan di BLK, aku mengikuti pelatihan memasak 

(tata boga) selama 1 bulan kira-kira. setelah selesai pelatihan 

aku mencoba mempraktekkan dirumah terus tak upload di 

media sosial, dan tak bagikan ke tetangga sebelah, kok banyak 

yang suka dan suruh buatin, jadi aku mengembangkan resep 

lain dan akhirnya aku jadi punya ide untuk membuka pesanan 

jajanan untuk acara hajatan sampai sekarang ”
15

 

 

Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya 

pelatihan dapat melahirkan wirausaha baru, asalkan peserta pelatihan 

memiliki kemampuan dan kemauan serta dapat berfikir kreatif dan 

inovatif. 

Sedangkan program job fair sudah cukup efektif dalam 

mengurangi jumlah pengangguran. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Yohan Parmanto selaku Kasubag Penempatan dan Perluasan 

Tenaga Kerja : 

“sudah, kemarin perusahaan yang bergabung dalam job fair 

sekitar 30-40 perusahaan, dan perusahaan itu membuka 828 

lowongan kerja  dan pencaker yang terserap sebanyak 523 

orang”
16
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 Hasil wawancara dengan Ibu Rahayu Zubaidi sebagai peserta pelatihan di UPTD Balai 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa program job fair sudah cukup 

efektif dalam mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini dapat dilihat 

dari jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 828 lowongan 

pekerjaan. 

Program job fair merupakan wadah bagi para pencari kerja 

untuk dapat bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan 

tenaga kerja, jadi dengan adanya program ini dapat memudahkan 

pencari kerjauntuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat 

dan keterampilan. Seperti yang disampaikan oleh Arima Oktaviani 

selaku pesera job fair yang sekarang menjadi Account Officer pad PT. 

Permodalan Nasional Madani : 

“saya mengikuti job fair di DISNAKER dan melamar di PNM 

dan telah melakukan wawancara dan saya lolos menjadi AO di 

PNM. program job fair sangat memudahkan saya untuk 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat saya, karena 

terkadang setelah lulus itu kita bingung untuk melamar kerja 

dimana dan mana saja yang membutuhkan pegawai. Dalam 

job fair banyak perusahaan yang hadir jadi pencari kerja 

dapat memilih perusahaan dan posisi apa yang cocok 

untuknya”
17

 

 

Program job fair ini sudah cukup meminimalisir jumlah 

pengangguran. Seperti ang disampaikan oleh Bapak Agus Yuhono, M. 

Si selaku Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi : 

“kalo kita katakan berhasil atau tidak itu kurang pas. Kalo 

berhasil itu tandanya pengangguran sudah tidak ada, tetapi 

job fair ini adalah meminimalisir pengangguran secara 
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 Hasil wawancara dengan Arima Oktaviani selaku Account Officer di PT. Permodalan 
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bertahap, dan program job fair ini dilakukan setiap tahun 

sekali oleh DISNAKER.”
18

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa program job fair yang diadakan 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah cukup efektif dalam 

meminimalisir pengangguran tetapi masih bertahap. 

3. Kendala dan Solusi Program Pelatihan dan Job Fair dalam 

Mengurangi Pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam mengurangi pengangguraan. Dalam program 

pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Dalam program pelatihan 

kendala yang dihadapi yaitu peminat dan instruktur. Seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Hidjah Aris, SE selaku Instruktur Bisnis 

Manajemen : 

“Kendala awal itu mencari peserta pelatihan karena tingkat 

kesadaran dari peserta itu kurang.”
19

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala yang 

dihadapi oleh Balai Latihan Kerja yaitu kurangnya calon peserta 

pelatihan. Hal ini dikarenakan oleh ketidaktahuan para calon peserta 

pelatihan mengenai Balai Latihan Kerja. Hal ini bisa juga disesbabkan 

oleh ketidaktahuan bahwa pelatihan ini tidak dipungut biaya apapun 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Agus Yuhono selaku Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan 
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Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ronald Ariwibowo, SE 

selaku staff UPTD Balai Latihan Kerja : 

“Dulunya adalah peminat, karena dulu sering orang tidak 

tahu dengan adanya pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. Lalu selain itu adalah tenaga pendidik atau 

instruktur, karena di BLK hanya memiliki dua instruktur yang 

satu dibidang otomotif dan yang satunya lagi di bidang bisnis 

manajemen”
20

 

 

Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menjadi 

kendala yaitu peminat. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh Balai 

Latihan Kerja yaitu Balai Latihan Kerja hanya memiliki dua instruktur 

atau tenaga pengajar, sedangkan banyak pelatihan seperti yang telah 

saya jelaskan di awal. 

Sedangkan kendala yang dihadapi pada program penempatan 

tenaga kerja yaitu perusahaan yang tidak datang dalam job fair seperti 

yang dijelaskan oleh Bapak Yohan Pramanto selaku kasubag 

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja: 

“Perusahaan tidak datang. Hari pertama pembukaan datang, 

lalu hari kedua tidak datang dan malah hari kedua yang rame, 

yang sering main media sosial biasanya tau duluan terus getok 

tular bawa temen, tetangga bahwa disana ada job fair. Peserta 

banyak membludak dan perusahaan tidak datang.”
21

 

 

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Harmono Ugoho A. Md 

selaku Staff Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja : 
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“Ini sebenarnya jadwal yang dekat dengan hari raya jadi 

banyak perusahaan yang belum mendaftarkan ke Dinas”
22

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang akan 

mengikuti job fair masih banyak yang belum konfirmasi dengan pihak 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Kendala yang lain adalah minimnya anggaran yang dimiliki 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sperti yang dijelaskan 

oleh Dra. Trining CH. Rahayu selaku Kepala Bidang Penempatan dan 

Perluasan Tenaga Kerja : 

“Anggaran memang kurang banyak, harusnya jika anggaran 

ditambah bisa mendatangkan perusahaan lebih banyak lagi, 

otomatis lowongan yang dibawa juga lebih banyak lagi.”
23

 

 

Jadi pernyataan tersebut menjelaskan mengenai anggaran, 

bahwa anggaran yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi memang kurang memenuhi. Jikalau anggaran ditambah 

maka hal itu juga akan mempengaruhi perusahaan yang akan 

mengikuti job fair. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yohan Pramanto 

selaku kasubag Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja: 

“Kadang perusahaan yang sudah besar-besar luar kota minta 

fasilitas penginapan dan lain-lain. Cuma setiap daerah kan 

tidak sama kalau mungkin kota besar semisal Malang itu bisa 

memfasilitasi, untuk Tulungagung dan sekitar sini itu cuma 

menyediakan makan siang sama snack sama tempat untuk 

interview free. Kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin 

akan berfikir wah Tulungagung kurang menarik. Hal tersebut 
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dikarenakan anggaran, karena Disnaker hanya memiliki 

anggaran kecil.”
24

 

 

Kendala lain yaitu seperti yang dijelaskan oleh Dra. Triningsih 

CH. Rahayu selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga 

Kerja : 

“kadang yang sulit adalah butuh tenaga, waktu dan biaya, 

karena kita harus mendatangi perusahaan satu-satu untuk 

memastikan bahwa perusahaan tersebut memang 

membutuhkan tenaga kerja, dan memang lowongan-lowongan 

yang dibutuhkan oleh para pencari kerja di Tulungagung”
25

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala itu 

dikarenakan perusahaan tidak langsung konfirmasi ke Dinas Tenaga 

Kerja perihal lowongan atau akan mengikuti job fair, maka pihak 

Dinas harus mendatangi perusahaan satu persatu demi mendapatkan 

informasi tersebut. 

Kendala yang lain yaitu tidak adanya gedung, jadi jika hujan 

itu juga mejadi kendala penyelenggaraan job fair. Seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Yohan Pramanto selaku kasubag Penempatan 

dan Perluasan Tenaga Kerja: 

“Hujan itu juga menjadi kendala, dan job fair di gelar di 

halaman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.”
26

 

 

Solusi yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja mengenai 

kendala pelatihan yaitu penyebaran informasi lebih ditingkatkan lagi. 
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Penyebaran informasi yang dilakukan UPTD Balai Latihan Kerja 

yaitu melalui media sosial, melalui sosialisasi serta penyebaran brosur 

agar lebih banyak yang mengetahui adanya pelatihan di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung. Seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Ronald Ariwibowo, SE selaku staff UPTD 

Balai Latihan Kerja : 

“Jadi untuk solusinya yaitu menyebarkan informasi melalui 

media sosial, dan sosialisasi serta penyebaran brosur 

mengenai pelatihan. Media sosial sangat efektif dalam 

penyebaran informasi karena ini adalah era milenial jadi 

untuk penyebaran informasi sangat efektif melalui media 

sosial.”
27

 

 

Sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hidjrah Aris Saputra, 

SE selaku Instruktur Bisnis Manajemen : 

“Balai Latihan Kerja melakukan sosialisasi mengenai BLK, itu 

juga membuat banner, pamflet yang memberitahukan bahwa 

disini ada pelatihan”
28

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penyebaran informasi 

mengenai Balai Latihan kerja pihak UPTD Balai Latihan Kerja 

mengadakan sosialisasi baik itu melalui media sosial maupun media 

cetak. 

Yang kedua yaitu kerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan 

Kerja), seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ronald Ariwibowo, SE 

selaku staff UPTD Balai Latihan Kerja : 
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“Kalau mengenai kurangnya instruktur, kami dari pihak BLK 

juga melakukan kerja sama dengan LPK (Lembaga Pelatihan 

Kerja), jadi kami mendatangkan instruktur dari luar.”
29

 

 

Sedangkan solusi dalam penyelenggaraan job fair terkait 

kendala perusahaan yang belum mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi yaitu seperti yang dikatakan oleh Dra.Triningsih 

CH. Rahayu selaku Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga 

Kerja : 

“kita harus mendatangi perusahaan satu-satu untuk 

memastikan bahwa perusahaan tersebut memang 

membutuhkan tenaga kerja, dan memang lowongan-lowongan 

yang dibutuhkan oleh para pencari kerja di Tulungagung.”
30

 

 

Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jikalau 

perusahaan belum segera mendaftar maka pihak Dinas akan menyurati 

kembali atau bahkan mendatangi perusahaan satu persatu agar supaya 

dapat menarik perusahaan dalam mengikuti job fair (bursa kerja). 

Selain itu, pihak Dinas juga meminimalisir penggunaan 

anggaran, dengan cara menggunakan anggaran dengan tepat. Seperti 

yang dijelaskan oleh Bapak yohan Parmanto selaku Kasubag 

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja: 

“menggunakan anggaran dengan tepat, misalnya kayak tadi, 

perusahan yang dari luar kota minta fasilitas penginapan. Nah 

itu tidak diberikan penginapan karena anggaran kecil. Jadi 

dinas hanya menyediakan tempat interview dan seleksi serta 

makan siang 1 kali dan snack. job fair  juga hanya digelar di 
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halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

kabupaten Tulungagung.”
31

 

 

C. Analisis Data 

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung mengenai Strategi Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengurangi jumlah pengangguran 

melalui pelatihan dan job fair. Peneliti akan menganalisis data dari hasil 

pengamatannya. 

1. Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam 

Mengurangi Jumlah Pengangguran Melalui Pelatihan dan Job Fair 

dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Kebijakan yang dilakukan yaitu : 

a Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Dalam pengembangan dan pembentukan tenaga kerja yang 

kompeten perlu diadakannya pembinaan, pendidikan dan 

pelatihan. Namun, pada hakikatnya pelatihan sudah mencakup 

pembinaan dan pendidikan. Pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan 

tertentu guna untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas 

tenaga kerja. 

Dalam UPTD Balai Latihan Kerja terdapat dua jenis 

pelatihan yaitu : 

                                                 
31

Hasil wawancara dengan Bapak Yohan Parmanto selaku Kasubag Penempatan dan 

Perluasan Tenaga Kerja pada tanggal 18 April 2019  
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1) berbasis kompetensi 

a) Pelatihan TIK 

b) Pelatihan garmen 

c) Pelatihan otomotif 

d) Pelatihan partikel advanced 

e) Bisnis manajemen 

2) berbasis kemasyarakatan 

a) anyaman 

b) ukir 

c) batik dengan media tusuk gigi 

d) pangkas rambut pria 

e) tata rias 

f) kewirausahaan 

Tiap kelas dibatasi jumlahnya, agar kelas tersebut lebih 

kondusif, baik itu kelas untuk kejuruan berbasis kompetensi 

maupun kemasyarakatan. Jumlah peserta untuk kejuruan yang 

berbasis kompetensi ada 16 orang/kelas. Sedangkan jumlah 

peserta untuk kejuruan berbasis kemasyarakatan ada 20-30 

orang/kelas. Untuk kejuruan berbasis kompetensi jika pendaftar 

melebihi batas kuota maximum maka akan dilakukan seleksi. 

Tahap-tahap pelatihan yaitu meiiputi evaluasi pelatihan 

sebelumnya guna mengetahui hal apa yang perlu diperbaiki dan 

ditingkatkan. Selanjutnya yaitu analisis kebubutuhan pelatihan 
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(Training Need Assessment), guna mengetahui hal apa saja yang 

perlu dipersiapkan dalam pelatihan. Dari hal tersebut nantinya 

akan diketahui anggaran yang akan digunakan, setelah anggaran 

disetujui maka akan dilaksanakan pelatihan. 

Pelatihan tersebut akan mendorong terbentuknya Usaha 

kecil mikro (UKM), karena peserta pelatihan yang berbasis 

kemsayarakatan nantinya akan di didik dan diajari oleh pihak 

UPTD Balai Latihan Kerja. Misalnya pelatihan tata rias, nantinya 

peserta akan di berikan teori dan praktek yang diharapkan setelah 

selesai pelatihan dapat mendirikan usaha sendiri maupun bisa 

bekerja dengan orang lain. 

Setelah pelatihan berakhir pihak UPTD Balai Latihan Kerja 

juga tetap memonitoring alumni. Setelah pelaksanaan pelatihan 

berakhir tetap harus dipantau guna untuk mengetahui seberapa 

bermanfaatnya ilmu yang diberikan di BLK untuk menunjang 

pekerjaannya. 

 

b Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja 

Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kedua 

adalah penempatan dan perluasan tenaga kerja. Bahwa nantinya 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menyalurkan tenaga 

kerja yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuan yang salah 

satunya yaitu program job fair (bursa kerja) yang diadakan tiap 
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setahun sekali. Bursa kerja ini merupakan tempat yang tepat bagi 

para perekrut dan pencari kerja untuk bertemu langsung  dalam 

waktu yang singkat, yang mana nantinya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi akan mendatangkan kurang lebih 40 perusahaan 

baik itu dari daerah Tulungagung maupun dari luar daerah 

Tulungagung untuk bergabung dalam job fair. 

2. Hasil Pelatihan dan Job Fair dan Mengurangi Jumlah Pengangguran 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam 

Perspektif Ekonomi Islam 

Program pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

sudah cukup optimal. Bahwasanya program pelatihan tersebut akan 

mendorong lahirnya wirausaha baru dan dari pelatihan tersebut peserta 

pelatihan akan mendapatkan keterampilan yang nantinya dapat 

digunakan dalam mencari pekerjaan dan dapat bersaing pada dunia 

kerja. 

Program job fair yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi juga sudah cukup optimal. Bahwasanya job fair ini 

bekerjasama dengan 30-40 perusahaan dengan lowongan pekerjaan 

sekitar 800 lowongan kerja dan 500 pencari kerja terserap dalam 

perusahaan tersebut. Program job fair ini memudahkan bagi pencari 

kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat, 

karena pencari kerja dapat langsung bertemu dengan perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja. 
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3. Kendala dan Solusi Program Pelatihan dan Job Fair dalam 

Mengurangi Jumlah Pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

1) Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja 

Peserta kurang mengetahui tentang Balai Latihan Kerja 

di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kurangnya 

tenaga pengajar atau Instruktur. 

2) Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja 

Perusahaan tidak hadir dalam program job fair, 

perusahaan jarang melaporkan lowongan pekerjaan di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan anggaran yang dimiliki 

kurang mencukupi. 

b. Solusi yang Dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Tulungagung 

1) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Dalam meminimalisir kendala yang telah dijelaskan 

diatas UPTD Balai Latihan Kerja berupaya untuk 

meningkatkan penyebaran informasi mengenai pelatihan baik 

itu melalui media sosial maupun lainnya dan juga bekerja 

sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk 

mendatangkan tenaga pengajar dari luar. 
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2) Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja 

Dalam meminimalisir kendala yang telah dijelaskan 

diatas bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja 

berupaya untuk mendatangi setiap perusahaan untuk mencari 

informasi mengenai lowongan pekerjaan serta menarik 

perusahaan agar mengikuti job fair dan menggunakan 

anggaran dengan tepat. 


